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PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 10 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

bahwa untuk memenuhi ketertuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka dipandang perlu membentuk
Peraturan Daera Kabupalen Banggai tentang Pedoman Organisasi dan
Tata Kerja Pemerintahan Desa.

1.

w

Undang - Undang Nomor 29 Taﬁun 1959 tentang Pembentukan Daerah
— daerah Tingkat Il di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822)

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas
Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok — pokok
Kepegawaian (Lembaran Negard Rl Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 3890),

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Rl Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389) ;

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara R Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
tentgng Perubahan Alas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentahg Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005
Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomer 4493) yang telah
ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran
Negara R! Tahun 2005 Nomor 108, Fambahan Lembaran Negara Rl

Nomor 4548);

Undang — Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusal dan Daerah (Lembaran Negara R
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembagan Negara Rl Nomor

4438) .

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran

Negara RI Nomor 3952) |

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Des%. (Lembaran
Negara RI Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Rl
Nomor 4587),

Peraturan Daerah Kabupalen Banggai Nomor 20 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten
Banggai Tahun 2000 Nomor 35, Seri D Nomor 13).
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGA!

dan

BUPATI BANGGAI

" MEMUTUSKAN :

Menetapkan " PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

alam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
Dagcrah adalah Kabupaten Banggai.
Bupati adalah Bupati Banggai.
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemeriniah
dzerah dan DPRD menurut asas otonori dan tugas pembantuan dengan prinsip olonomi
\uas dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Repubiik Indonesia sebagamana dimaksud
dalam UUD 1945.
Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagal unsur pen
Pemerintahan Daerah.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang se€
Serwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai sebagai Unsur penyelengga
Dasrah
Kecamatan adalah wilayan kerj
Dess ~'au yang disebut dengan nama

an cleh pemerintah

yelenggara

lanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga
ra Pemerintahan

2 Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Banggai.

-t lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
menqurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat
setempat yang diakui dan gihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik

Pemerinizhan Desa adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa
dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
satempat berdasarakn asal usul dan adat istiadat setempat yan diakui dan dihormati dalam
sistern Pemerintaha Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat
Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

10 Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, se'anjutnya disingkat
EPD adalah lemabaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. :

Lembaga Kemasyarakatan alau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang
J bentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintzh desa
dalam memberdayakan masyarakat.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama
Kepala Desa.

Dusun atau yang disebut dengan nama lain adalah begian wilayah dalam desa yang
merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.

mo
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BAB I

PEMBENTUKAN GRGANISAS!
PEMERINTAHAN DESA

Pasal 2

Qrganisasi peme p ;
ganisasipemenntahan desa dibentuk berdasarkan pertimbangan

a }Eul)u!uh:m dan Kondisi sosial budaya masyarakat setempat,
b Kelersediaan sumber daya aparator:
¢ Luas wilayah,

dumlah penduduk dan
e Kemampuan Keuangan Desa

Pasal 3

Bentuk organisasi Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri terdin dari
Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
(2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan tentang Pembentukan,
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Pemerintah Qesa.

BAB Il
PEMERINTAH DESA

Bagian Pertama
Organisasi Pemerintah Desa

Pasal 5

Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.

(2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Desa dan
Perangkat Desa lainnya.

(3) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdin atas Sekretanat
Desa dan pelaksana Teknis Lapangan 7y A

Pasal 6

(1) Bagi desa yang memiliki wilayah kerja pemerintahan terpissh dari desa induk
(diantaranya) perlu membentuk unsur kewilayahan.

@) Unsur kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut Kepala Dusun.

Pasal 7

(1 qekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (3) dibagi 4 (empat) urusan
yang mehpuli
4 Urusan Umum dan Keuangan;
b Urusan Pemerintahan,
¢ Urusan Pembangunan; dan
d  Urusan Kesejahteraan Rakyat.
21 Pelaksana Tehnis Lapangan sebagaimana dimaksud o _
. 4 (empat) yang melipui . " dalam Pasal 5 aya. (o) aapat dibagi
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a Urusan Pals Desa

b Urusan pengelola Peraturan Desa:
Urusan Pengairan (ulu-ulu); dan

d. Urusan Pamong Tani Desa.

Pasal 8

Penentgan Jumiah Perangkat Pemerintah Desa didasarkan pada Pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf adan b.

P_enentukan Jumlah Perangkat Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikecualikan bagi jabatan Sekrelaris Desa.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 9

Kepala Desa mempunyai Tugas Penyelenggaraan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan
kemasyarakatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala Desa
menyelenggarakan fungsi

a. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan Pemerintah Desa dengan BPD;

b. Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;

c. Membina kehidupan dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Pasal 10

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) bertugas membantu Kepala
Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsirya. ] '
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayal (1) perangkat Desa

bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Pasal 11

Sekrelaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diisi dari Pegawai Negeri
:.r‘:l ;ng memenuhi persyaratan Perundang-Undangan, -~ - ‘ 4
.‘f’; Y;r,,is Desa dapat diangkat dari Non Pegawal Neggn Sipil apabila formasi Pegawai
l]" ri,:nt&pﬂ belum mencukupi kebutuhan jabatan Sekretans ‘Desa; _ _

aﬁe,,) katan Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud
% enga;? d?kchususkan bagi Sekretaris Desa yang memenuhi syaral Perundang-Undangan
a?’“' (b é.lak” sedang aklif melaksanakan tugas sejak Tahun 2004; 4

id'.‘?e‘ans Désa diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Atas Nama Bupati;

OEK

Pasal 12

a : sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayal (4) bertugas membantu
fﬁre‘a&sgej;am mgmimpin dan menjalankan administrasi Pemerintahan Pembangunan
hepih? nasyarakatan di Desa serta memberikan pelayanan Administralif kepada masyarakat.
([j)alllax;[ cm?rglaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sckretaris Desa
ale .
- akan fungst . ‘
mt'”m.e ::g?:]{;:kan urusan surat menyural, kearsipan dan laporan;
Melaksanakan urusan kel_lgng an, _
Menyclenggﬂ-’ﬂkf’” Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan
€sa, : ; ]
[E)Agiaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan sesuai
denqgan bidang twgas kesekretariatan,

a
b
C.

d
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5 Lot

- WICldkSanakan tugas lai
. ) ) an yan drmr:"‘ n ol ol o - [gpmet o
vepada Kepala Desa 9 an oleh Kepala Desa dan mefan~.2n hasaya

: Pasal 13
r.epdid :)u n Moamniee an
Keoala C's:a Sdea‘j“da-"“ﬂ 'a dimaksud dalam Pasal § ayat (2) mempunyal tugas membaniu
#epala Desa dalam menjalan . o bkan K e diwliave
kerjanya jalankan kegiatan yang diimpahkan Kepala Desa dwdlayah
Nala Y
vaiam melaksanakan tugs
enualan ‘ tugas sebagamana dmaksud pad st (1) kepala Dust
menyelenggarakan fungsi : = dimaksud pada ayat (1) hepela Dusin
| N PN
Jdelaksanaka iat :
elaksanakan kegiatan pemerintahan di wilayah kerjanya:

.;i;:a}v.saqa?san Pera_:uran Desa dan keputusan Kepa'a Desa
Ielaksanakan Kebijakan Kepala Desa

O o w

Pasal 14

8"_’_53" ‘umum dan keuangan sebagaimanan dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf @
bertugas membanty sekretaris Desa dalam mengelola Administrasi dan peralatan kantor
serta keuangan Desa;

Dalam melaksanakan tugas seba-gaiména dimaksud pada ayat (1) urusan umum dan
keuangan menyelengarakan fungsi

Mengelola surat-surat, kearsipan dan Administrasi Kepegawaian serta Pelaporan,
Menata dan menertibkan kantor/bangunan gedung milk desa lainnya

Mengelola Inventaris Kantor dan Kekayaan D2sa lannya, )

Mengelola dan menatausaha administras! keuangan desa dan Keuangan Pemerintah
Desa termasuk penerimaan Retnbusi Desa:
lMenyelenggarakan Administrasi Pajak dan Retribusi Daerah yang ¢ kelolan oleh desa;
'terencanakan dan Menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

\elaksanakan tugas lain yang dibenkan oleh Sekretans Desa

[¢+ I = T o gl

Pasal 15

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b bertugas

Urusan Pemennlahan . :
Desa dalam Kegiatan Pemerintahaan, Ketentraman dan Ketertiban

membantu Sekretaris
Desa; ' :
Dalam melaksanakan wgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) urusan pemerintahan
menyelenggarakan fungsi :

Mengkoordinasikan uu

san pemerintahan desa dengan instans! terkal,
xan administrasi kependudukan di Desa;

tugas lain yang diberikan oleh Sekretanis Desa.

Melaksanakan

a
b. Menyelenggara inistrast

c. Menyelenggarakan Administrasi partanahan dan monografi desa:

d. Menyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban Desa;

e Menyelenggarakan perancangan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa;
f

Pasal 16

Urusan Pembangunan sebagaimana _dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf ¢ bertugas
membantu Sekretaris Desa dalam kgglatan Eembangunan dan Perekonomian desa,
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) urusan Pembangunan

menyelenggarakan fungis :
a Menyelenggarakan administrasi pembangunan desa;

b Mengelola potensi desa,
c perencanakan dan melaksanakan pembangunan desa;

Menyelenggarakan  Administrasi, pelaporan dan pembinaan di bidang pertanian
ndustri dan usaha perekonomian masyarakat desa; '

vsanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa

Q.

Mela

[$4

125

Dipindai dengam ComScamner



Pasal 17

v Unsan kesejahteraan masyarskal sebagamana demansud peca pase 7 (1) hund
membanty sewretans Desa dalam kegatan keseahieraan masyaraas Desa
@ Dmmmmmmmmwmw
masyarakat menyelenggarakan fungsi -
3 Menyelenggarakan administras: Kesejahteraan masyarsiat desa temasus bencana
. P&Mammmmdm
kemasyaraatan,
¢ Menyelenggarakan bahan pelaporan program kependudukan termasuk Kekiwge
berencana, Ketenagakerjaan, Transmigrasi dan Lingkungan Hidup
d. Melaksanakan tugas lain yang dibenkan oieh Sekretars Desa

Pasal 18
Urusan Polisi Desa sebagamana dimaksud pada Pasal 7 Ayat (2) hunf a mempunys ugas dan
fungsi melaksanakan dan menngkatian sstm keamanan irgiungan Desa serta penegakan
Peraturan Desa dan Keputusan Kepata Desa

Pasal 19

Urusan Pengelolaan Peraturan Desa sebagamana dmaksud dalam Pasal 7 ayat (2) hund b
mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pungutan berdasarkan peraturan Cesa yang Dberiaky
dan melaporkan hasi kegatannys kepada Kepala Desa melaiui Selretans Desa

Pasal 20

Urusan Pengaran (ulu-uly) sebgaimana dmaksud daiam Pasal 7 ayat (2) huruf b mempunya
tugas dan fungsi mengelola pengairan Desa
Pasal 21

Urusan Pamong Tan: Desa sebagaimana dmaksud dalam Pasal 7 aya! (2) huruf ¢ mempunyas
tugas Jan fungsi mengelola dan mengembangkan pertanian, perkebunan, peniznan. petemakan

desa
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BAD IV
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Bagian Pertama
Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa

(1) BPO seb: Pasal 22

) 5 50 )vl‘:]r—i’ nalldnln Pi'”HU';'/;]-H"“;“;"[ d| d‘!"n "I"ru;):'y:!n ~”;’}';”|;‘ un
tugas demokrasi berdasarkan Pancasila

/) i > . 1 ~t .

(@) EPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa

ik melaksanakan

_ Baglan Kedua
Fungsi dan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 23

wngsi menetapkan paraturan Desa bersama

Dalam melaksanakan tugasnya BPD mempunyai
yarakat

Kepala Desa serta menampung dan menyalurkan aspirasi mas

Pasal 24

BRD mempunyal wewenang |

4. Membahas Rancangan Peraturan Desa bers
b Melaksanakan Pengawasan terhadap pelak
Desa;

Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian

Maembentuk Panitia pemilihan Kepala Desa,
e Menggali, Menampung. Menghimpun, Merumuskan dan Menyalurkan aspirasi

dan
{ Menyusun Tata Tertib BPD.

ama Kepala Desa.

sanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala

Kepala Desa,

masyarakat

=

Pasal 25

Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumiah ganji minimal 5 (lima) orang dan maksimal 11
(sebelas) orang
Pasal 26

an, keanggotaan, masa jabatan, hak dan kewajiban,

Ketentuan lebin fanjul mengenal pembentuk angg
dan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa diatur

pembiayaan sera penggantian kganggolaan
dalam Peraturan Daerah tersendri.

BABYV -
HUBUNGAN KERJA
Pasal 27

an Pemerintahan Desa Kepala Desa sebagai Pemimpin

(1)  Dalam menyelenggarak . an |
pkan prinsip-prinsip Fepemimpinan dalam hubungan kerja yang

pemerintah Desa menera

setara dengan BP
(2)  Prnsip-prinsip kepe

Lembaga Kemasyara

}numpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga beriah
- ] o a
katan yang ada di Desa secara terbuka dan Ce).J k:f y ku dengan
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Pasal 28

o n :J;;S gan ."_‘.‘: sehazaman Amaks 4 A~ am Fasal o Kenala
- . e ws IO - CIMakSUC Gao'ali rdeal ¢ wo
: oo = SWSY Unux menyampaikan laporan_penyeienggaraan Pemerintahan
ST UEETaEEEan Pemennizhan Desa sebagamana dimaksud pada ayat (1)

-l L kIN LSN3INS = mat easla - - .

3 oo opaca Bupal melalyi Camat 1 (salu) kaf dalam satu tahun

P pdi maksud pada ayat (1) digunakan oleh Bupali sebagai dasar
"EatuRan evauasi penyelengoaraan Pemerintahan Desa dan sebaga bahan pembinaan

Pasal 22

smana dmaksud dalam Pasal 28 Kepal2 Desa
ran keterangan peranggUngjawaban kepada BPD dan
o2 nyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.
erianggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat
t1) kali dalam 1 (satu) tahun dalam musyawarah 8FD.

informasikan laporan penyelenggaraan pemerintshan Desa kepada
na dimaksud paca ayat (1), dapat berupa selebaran yang
noumuman atau dinformasikan secara lisan dalam berbagai
radio komunitas atau media lainnya.
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Pasal 30
¥er3l2 Desa bertanggungjawab menyampaikan laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada
2 Bupat melzlui Camat ; dan
b Zzdan Permusygwaraian Cesa
Pasal 31
Salzm menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
Sekretaris Desa bertanagungjawabd kepada Kepala Desa. '
Oalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
' Kep ala Dusun nertanggungiawab kepada Kepala Desa‘. '
.";r:.'r monye:enggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14,
;;c;; 15. Pasal 16, Pasal 17 Sekretariat Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa
melalul Sekretans Desa.
i Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18,
(4) P;> 2 19, Pasal 20, pasal 21 pelaksana teknis lapangan bertanggungjawab kepada
kretaris Desa.

yepala Desa melalui Se
Pasal 32
1ara lemabaga kemasrakatan dengan Pemerintahan Desa bersifat kemitraan,

Hubungan kerja ant

konsultatif dan koordinatif
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BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

amas Normox 11

.;';-; Y rasyr a2 Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Zan oG
000 tentang Susunan Organisasi Pemenntah Desa dinyatakan tidak berias.J fagr

-
[
>

Pasal 34

Peraturan Daerah in mulai beriaku pada tanggal ditetaptan

Agar setiag ’3 dapal mengelahunya, memenntahian . Pengundangan © ¢ aturan

Daerah ini dengan cenempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangg

Ditetapkan & Luwuk
 pada tanggal 5 Juni 2007

', BUFATI BA}-‘JGGM.
: 1/
ol | 5 ¥/
2\ o —

MA'MUN

|SMAIL MUID

Lembaran Dpaerah Kabupaten Banggai Tahun 2007 Nomor 10

Dipincai demgan Com Scammer



